
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

REPUBLIK INDONESIA,

laksanakan ketentuan dalam Pasal 24,
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, dan

n Pemerintah Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan, perlumenetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis
Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

omor 22Tahun 2009 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun2009 Nomor 96 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

omor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
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Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang beradapada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaantanah dan/atau air, serta

atas permukaan air, kecuali jalan keretaapi, jalan lori, dan jalan

Jalan Umum yang selanjutnya disebutjalan adalah jalan yang

teknis yang harus dipenuhi
jalan agar jalan dapatberfungsi secara optimal

memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu

alan adalah ketentuan teknis jalan yang
harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.
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Lingkup pengaturan dalam PeraturanMenteri ini meliputi
Perencanaan Teknis Jalan

nasional, jalan provinsi, jalan

Lingkup Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

dan fasilitas berputar balik;

enggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan

alan sebagaimana dimaksud
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) sebagaimana dimaksud dalam
kecepatan kendaraan yang

mempertimbangkan:

ata Tahunan (LHRT);

) jalan, terdiri atas:

paling rendah dan batas paling
Perencanaan Teknis Jalan dan ketentuan

tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian
enteri ini.
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat

alan diatur sesuai Tabel
tercantum dalam Lampiran
dari Peraturan Menteri ini.

kecil untuk kendaraanbermotor roda dua paling

untuk Jalan bebashambatan dan jalan raya
membujur garis tepi jalan (garis

membujur pembagi lajur (garis
membujur garis menerus atau ke

putus.

alan sedang dan jalan kecil diukur dari
membujur.
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Median sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 huruf c digunakan pada

alan bebas hambatan, berfungsi untuk memisahkan

t (1) meliputi 2 jenis:

jalur tepian (atau disebut juga bahu dalam); dan

(yang ditinggikan atau direndahkan).

pkan sesuai dengan Tabel dalam Lampiran
dari Peraturan Menteri ini.

Lebar median diukur sesuai dengan jarakantara sisi dalam marka

Pemisah jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
lalu lintas searah yang berbeda

rencananya atau berbeda kecepatan operasionalnya atau
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yang merupakanbagian tidak terpisahkan

jalur lalu lintas, bahu jalan,
tercantum dalam Lampiran
dari Peraturan Menteri ini.

alan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c
alan dinyatakan olehtingkat pelayanan yang

rasio antara volume lalu lintasterhadap kapasitas jalan
disebut RVK) dan ditetapkan sebagai berikut:

rteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma

≤ 0,9 (nol koma Sembilan).

alan ditetapkan berdasarkan manual tentang
alan yang berlaku untuk Indonesia.

Penetapan tingkat pelayanan perlu dikoordinasikan dengan pembina
alansesuai status jalannya.
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(nol koma lima) kilometer dan
-kurangnya 0,25 (nol koma

serta jarak antar bukaan dari jalur samping ke
jalan utama pada jalan baru dan jalanyang ditingkatkan wajib

Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan
agar diupayakan untuk dilaksanakan

rgantung kondisi permasalahan lalulintas dan ketersediaan

dan FasilitasBerputar Balik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
pertemuan dua ruas jalan atau lebih dengan

hirarki fungsi yang sama atau berbeda satutingkat.

arak antarpersimpangan sebidang dibatasisebagai berikut:

kurangnya 3 (tiga) kilometer;

kurangnya 1 (satu) kilometer.
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Bangunan Pelengkap Jalan

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
yang berfungsi sebagai:

asilitas lalu lintas dan fasilitas pendukungpengguna jalan.

rfungsi sebagai jalur lalu lintas

Bangunan pelengkap jalan yang berfungsisebagai jalur lalu lintas
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kebawah paling rendah 1 (satu) meter dari bagian terbawah bangunan

alan (Ruwasja) untuk jembatan di hulu dan dihilir
paling sedikit 100 (seratus) meter atau ditentukan berdasarkan sifat

Ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan untuk lalu
lintas navigasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

alan, kendaraandilarang berhenti di atas

alan pendekat dan lantai jembatan harus direncanakan
dan dipelihara sedemikian sehingga tidak menyebabkan ketidak-

sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 huruf b harus

Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur
paling sedikit 0,5 (nol koma
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idak diadakan, maka harus disediakan lajur
paling sedikit 0,5 (nol koma lima)

Lebar trotoar paling kecil yang harus disediakan di kedua sisi badan
jalan untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi

(nol komalima) meter.

paling sedikit 8 (delapan) meter.

paling rendah 5,1 (lima koma
alan.

sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 huruf d harus

Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harusdisediakan lajur tepian di
paling sedikit 0,5 (nol koma lima)
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masing arah lalu lintas.

Sistim aliran udara buatan harus diadakanpada terowongan:

(tiga ratus) meter dan lalu lintas
(enamribu) kendaraan/hari atau

kapasitas jalan (pilih yang paling

ataulebih; atau

istim aliran udara buatan pada terowongan dengan lalu lintas
(enamribu) kendaraan per hari,

t mencakup;

fasilitas pintu darurat dan jalur evakuasi;

Perencanaan bangunan terowongan harus memperhatikan kebutuhan
ruang minimum yang harus disediakan untuk semua fasilitas dan
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Bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 huruf a
saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan

atau air yang ada di permukaan jalan, bahu jalan, dan jalur lainnya
alan, di sepanjang koridor

dapat dibuat dari galian tanah biasa atau
diperkeras dan/atau dibuat dari bahanyang awet serta mudah
dipelihara, sesuai dengan kebutuhan fungsipengaliran.

Saluran tepi jalan harus dalam bentuk tertutup jika digunakan pada
dilalui pejalan kaki.

Dimensi saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit air
permukaan maksimum dengan periode ulang:
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tahunanuntuk jalan arteri dan

jalan lokal dan lingkungan.

drainase lingkungan/saluran
alam, maka periode ulang hujan rencana yang diperhitungkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
bangunan konstruksi untuk menahan beban

Dinding penahan tanah dapat digunakanuntuk menyokong badan
jalan yang berada di lereng atau di bawah permukaan jalan.

Dinding penahan tanah harus mampu menahan gaya vertikal dan
horizontal yang menjadi bebannya, sesuai dengan pertimbangan

Dinding penahan tanah harus dibangun dengan konstruksi yang awet
dan mudah dipelihara serta dengan faktor keamanan yang memadai.

dilengkapi sistem drainase.
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Jembatan penyeberang pejalan kaki harus dibangun dengan
lihara.

Jembatan penyeberangan pejalan kaki memiliki lebar paling sedikit 2
(dua) meter dan kelandaian tangga paling besar 200 (dua puluh

harus dilengkapi dengan pagar

mbatan penyeberangan pejalan kaki
harus dilengkapi bagian rata yang dapat digunakan sebagai fasilitas

Lokasi dan bangunan jembatan penyeberang pejalan kaki harus
sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki dan estetika.

enyeberangan pejalan kakisebagaimana dimaksud
bangunan terowongan melintang

diperuntukkanbagi pejalan kaki yang
dari satu sisi jalan ke sisi jalanyang lainnya.

ngan penyeberang pejalan kakiharus dibangun dengan
konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara.
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an dapat dimanfaatkan untuk ruang hijau dan fasilitas
lainnya yang mempunyai nilai estetika sepanjang tidak mengganggu

Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan
bangunan yang ditinggikan sepanjang tepijalan yang diperuntukkan

Trotoar harus dirancang dengan memperhatikan :

b. adanya kebutuhan untuk pejalan kaki; dan

Trotoar harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah

Bagian atas trotoar harus lebih tinggi dari jalur lalu lintas.

anfaat Jalan (Rumaja) atau dalam
ilik Jalan (Rumija), tergantung dariruang yang tersedia.
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teluk bus yang dilengkapi halte, harus

teluk bus haruslebih kuat 1,5 (satu koma
jalur lalu lintas.

Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapanjalan.

gkapan jalan pada pembangunan jalan baru dan peningkatan
dilaksanakan oleh penyelenggarajalan dengan berpedoman

ri penyelenggara lalu lintas

erlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna

berkaitan langsung dengan
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dipasangdi sisi luar badan Jalan

alan yang berkaitan langsung dengan
alan baik wajib maupun tidakwajib berpedoman pada

ketentuan teknis yang ditetapkanoleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lalu lintas dan

Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan
32 ayat (3) huruf b meliputi:
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yang bersifat kaku seperti beton penghalang lalu lintas

Pagar pengaman dipasang pada tepi luarbadan jalan dengan jarak
meter darimarka tepi jalan.

harus mempertimbangkan:

uang yang tersedia untuk mengakomodasikan defleksi pagar saat

emiliki kekuatan yang bisa menahan laju kendaraan yang hilang

apat mengurangi dampak tabrakan tanpa menimbulkan
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sebagaimana dimaksud padaPasal 34 huruf d adalah
yang dikuasai penyelenggara

dengan lahan di luarRumija.

Patok Rumija dipasang dikedua sisi Jalansepanjang koridor jalan,

patok beton atau patok besi,
diberi warna dasar dan tulisan mengenaistatus Rumija yang bisa

sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf e berfungsi
untuk melindungi bangunan atau daerah tertentu seperti:

aerah tertentu yang bisa membahayakanlalu lintas; dan
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Tempat istirahat paling sedikit dilengkapidengan jalan masuk dan
i, fasilitas tempat parkir yang memadai

untuk semua jenis kendaraan, dan fasilitasumum.

Tempat istirahat harus berada di luar Rumaja.

nggunaan Jalan Sesuai denganFungsinya

alan untuk lalu lintas dan angkutan umum sebagaimana
harus sesuai dengan fungsi

alan untuk lalu lintas dan angkutan jalan diatur dan
dilaksanakan oleh penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan

Ketidak terputusan Jalan
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teknis, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan
yang melatar belakangi konsep perencanaan;

), yang melingkupi:

kajian kelayakan teknis dan kajian kelayakan finansial untuk
alan keluaran perencanaan teknis

menetapkan pilihan alternatif yangpaling layak baik secara
teknis maupun finansial, serta keselamatan lalu lintas jalan;

Final Engineering Design), terdiri dari:

esain pendahuluan, yang diawali dengan pelengkapan data
pendukung untuk perencanaan termasuk tinjauan lapangan
untuk penetapan alinemen Jalan yang final untuk alternatif

elayakan jalan;

Detail Engineering Design);

alan baik yang dilakukan perorangan
maupun oleh Badan Hukum termasukPemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kotaharus mengacu kepada
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Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3) huruf b

alan; dan

yang ditetapkanberdasarkan fungsi dan
intensitas lalu lintas guna kepentinganpengaturan penggunaan
alan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

alan sebagaimana dimaksud pada

alan dengan spesifikasi pengendalian
alan masuk secara penuh, tidak adapersimpangan sebidang,

alan, dilengkapi dengan median,
serta lebar dan jumlah jalur sesuaiketentuan sebagaimana

yang merupakan bagian tidak

alan umum untuk lalu lintas secara menerus
ara terbatas dan dilengkapi

dengan median, serta lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan
sebagaimana tercantum pada Lampiranyang merupakan bagian

enteriini;
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(delapan) ton;

II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan
dilalui kendaraan bermotordengan lebar paling besar

,1 (dua koma satu) meter, panjangpaling besar 9 (sembilan)
3,5 (tiga komalima) meter, dan muatan

elas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui
paling besar 2,5 (dua koma
(delapan belas) meter, tinggi
meter, dan muatan sumbu

alan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

anjutnya disebut Rumaja;

alan, selanjutnya disebut Rumija; dan

alan, selanjutnya disebut Ruwasja.
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s, lintas bawah, jalan layang, dan terowongan paling rendah 5
(lima) meter, serta kedalaman ruang bebassesuai dengan kebutuhan

Rumaja di bawah kolong jalan layang dapat dimanfaatkan untuk
parkir kendaraan, ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, dan kantor
pengoperasian jalan, dengan syarat tidakmengganggu keselamatan,
kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi.

di bawah jalan layang sebagaimana dimaksud
) harus mendapat izin dari penyelenggara jalan.

Pasal 47 huruf b merupakan
dibatasi oleh lebar yang ditetapkan oleh

dan menjadi milik negara.

sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memiliki lebar
nimal sesuai kelas penyediaan prasarana sebagaimana tercantum

, dikuasai oleh penyelenggara
jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, diberi tanda patok Rumija sebagai batas yang ditetapkan
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dan pengamanan konstruksi jalanserta pengamanan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada daerah bagian
ikung ditentukan oleh lebar daerah kebebasan samping

ud pada ayat (2), pada Jalan yang
melalui terowongan dan lintas bawah harus memiliki lebar yang
disesuaikan dengan kebutuhan pengamanankonstruksi.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari
kit sesuai ketentuan yang

yang merupakan bagian yang tidak

Dalam hal lebar Rumija terbatas, lebar Ruwasja sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukandari tepi luar badan jalan

dengan ukuran sesuai ketentuan seperti yang tercantum
yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari
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bagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
dibedakan untuk perencanaan geometrik jalan dan untuk

Volume lalu lintas rencana untuk perencanaan geometrik jalan

rata tahunan rencana yang dihitung
rata saat ini yang diproyeksikan

masa yang akan datang sesuai dengan usia rencana dan faktor

volume lalu lintas jam perencanaan yang dihitung berdasarkan
a tahunan rencana dikalikan

Faktor K dan faktor pertumbuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud
ditetapkan oleh penyelenggarajalan berdasarkan kondisi

perencanaan perkerasan jalan

alu lintas kendaraan yang dalam satuan lintasan
18Kip Single Axle Load) yang
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jam dalam setahun (1,14%
dari waktupelayanan) atau rata-rata

menit dalam satu hari, maka kapasitas ruas jalan

puluh) tahun untuk jalan arteri dan kolektor;

untukJalan lokal dan jalan

untuk pencapaian tingkat pelayanan

elayanan dievaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Tata cara perhitungan tingkat pelayananjalan rencana mengacu

Persyaratan Geometrik Jalan

alan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf f untuk setiap perencanaan Jalan harus mengikuti
kaidah geometrik Jalan yang berazaskan keselamatan lalu lintas.
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Konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan

alan sebagaimana dimaksud dalam
l 3 ayat (3) huruf h harus direncanakan mengikuti kaidah teknis

Teknis Jalan.

embatan harus direncanakan paling singkat singkat 50

Jembatan harus direncanakan berdasarkan beban aksi dan beban
tetap (berat sendiri, beban mati tambahan (utilitas, pengaruh
penyusutan, dan rangka), beban lalulintas (beban lajur “D”,
pembebanan truk “T”, pembebanan untuk pejalan kaki, beban
tumbukan pada penyangga jembatan), aksi lingkungan (penurunan,

atur, aliran air, benda hanyutan,beban angin, pengaruh
aksi lainnya (gesekan pada perletakan, pengaruh

Dalam hal tidak terdapat saluran alam atau saluran buatan pada
gorong paling jauh 300 (tiga
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n Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai

Integrasi pertimbangan lingkungan dilakukan dengan memasukkan
rekomendasi lingkungan yang terdapatdi dalam AMDAL/UKL/
UPL/SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam

Ruang bebas sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3) huruf k
adalah ruang yang dikosongkan dari segala bentuk bangunan atau
penghalang atau bentuk muka tanah yang dapat mencederai berat

alan atau memperparah luka akibat kecelakaan kendaraan

Ruang bebas diukur mulai dari batas terluar badan jalan sampai

alan harus mengusahakan tersedianya ruang bebas.
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